
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Pengaruh kebijakan upah minimum terhadap ketenagakerjaan di
Provinsi Jawa Barat = Impact of minimum wage policy on employment
in Jawa Barat Province
Leni Karyati, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20390470&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang, telah menerapkan peraturan upah minimum sejak 1980an.

Upah minimum merupakan basis penting dalam kebijakan pasar ketenagakerjaan; dan fakta ini telah

didukung oleh beberapa ahli ekonomi. Beberapa penelitian tentang hubungan antara upah minimum dan

sektor informal cukup langka dan hampir semuanya adalah penelitian pada level nasional dan provinsi,

sementara penelitian ini adalah penelitian pada tingkat kabupaten/kota yang berada di lingkup provinsi Jawa

Barat, yang bertujuan untuk meneliti pengaruh kenaikan upah minimum tenaga kerja pada sektor formal dan

sektor informal, serta pengaruhnya diantara sektor ekonomi pada periode 2001-2012, yaitu periode dimana

desentralisasi telah diterapkan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi mana yang lebih

diuntungkan atau lebih dirugikan karena adanya kenaikan upah minimum, yang mana hal ini akan

memudahkan kita untuk melihat pengaruh yang bervariasi antara kabupaten/kota. Dengan demikian, kita

dapat mengetahui pengaruh positif dan negative dari kenaikan upah minimum pada area tertentu. Sehingga,

hal tersebut bisa mempermudah untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang mungkin akan lebih tepat untuk

kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan metode efek tetap (fixed effect) untuk menganalisa pengaruh kenaikan upah

minimum pada ketenagakerjaan. Adapun data panel yang Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional),

Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional), dan Suseda (Survey Ekonomi Daerah) dari Badan Pusat

Statistik untuk lingkup Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga berdasarkan pada data PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) dan data upah minimum dari Buku Profil Jawa Barat yang juga

dipublikasikan oleh BPS. Data-data tersebut tersusun atas data dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Barat

pada periode 2001-2012.

......

Indonesia, as a developing country, has enacted minimum wage regulation since 1980s. The minimum wage

has been an important base of labour market policy in Indonesia; a fact has been supported by some leading

economists. Studies finding a relationship between the minimum wage and the informal sector are quite

scarce, and as those province level observations have almost entirely been conducted at the national scope,

this study, through a local city/regency level approach analysis focusing on the Jawa Barat province,

examines the effect of increasing the minimum wage on employment both in the formal and the informal

sectors as well as across economic sectors over the 2001-2012 periods, which is after decentralization

applied in Indonesia.

Moreover, this study also proposes to identify which economic sectors would be more likely to benefit or

suffer due to increasing the minimum wage, which enables us to see the various effects among

cities/regencies in Jawa Barat province. In doing so, we can know the positive and negative effects of

increasing minimum wage in this area. Therefore, it will be easier to evaluate some policy that will be more
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appropriate for this province.

This study utilizes the OLS fixed effect method to analyse employment that are affected by increasing

minimum wage. The panel data set that I used is based on secondary data from the National Labour Force

Survey, the National Socio-economic Survey (Susenas), and Regional Sosio Economic Survey (Suseda) all

conducted by the BPS. Moreover, I sourced GDRP, CPI data, and minimum wage data from the Jawa Barat

Profile (Profil Jawa Barat) book and GDRP (Produk Domestik Regional Bruto, PDRB) publications

available at BPS. The data are constructed from 22 cities and regencies in Jawa Barat province in 2001 until

2012.


